BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis penelitian pada Bab
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi
Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) di LEMIGAS belum optimal sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum, diataranya dari aspek:
1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pendapatan

Pendapatan LEMIGAS diakui pada saat diterbitkannya
invoice setelah selesainya suatu pekerjaan jasa pelayanan
dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Uji (LHU). Namun dalam
prakteknya masih terdapat invoice yang diterbitkan tidak sesuai
dengan waktu berakhirnya suatu pekerjaan jasa pelayanan,
keterlambatan penerbitan invoice bisa dua sampai tiga bulan dari

berakhirnya jasa pelayanan. Sehingga pengakuan pendapatan
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tidak akrual karena tidak sesuai dengan saat terjadinya

peristiwa.

Untuk pembayaran pelunasan atas jasa pelayanan,
pelanggan dapat membayar melalui virtual account atau melalui
transfer antar bank. Namun masih terdapat uang masuk yang
belum dapat didentifikasi, sehingga belum dapat diakui sebagai
pendapatan dan belum dapat digunakan untuk operasional
LEMIGAS. Perlu dilakukan penelusuran agar dapat disahkan
oleh bendahara penerimaan untuk diakui sebagai pendapatan.
Proses pengidentifikasian membutuhkan waktu yang lama,

terkadang bisa sampai melewati periode pelaporan.

Beban

Kualitas piutang digolongkan berdasarkan umur piutang
sesuai dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang
Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan
Bendahara Umum Negara. Masih terdapat ketidaksesuaian
penggolongan kualitas umur piutang dengan peraturan,

sehingga berdampak pada potensi beban piutang tidak tertagih.

Pengakuan barang persediaan di LEMIGAS diakui bukan
pada saat barang diterima namun berdasarkan barang dibayar

atau berdasarkan kwitansi pembayaran. Hal ini tidak sesuai
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dengan sistem akuntansi berbasis akrual dimana barang diakui
dan dicatat pada saat diterima, sehingga pencatatan

penggunaan persediaan tidak dapat dilakukan secara real time.

c. Piutang

Piutang diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih
atau invoice diterbitkan. Invoice diterbitkan sudah dapat dicatat
sebagai piutang dan diakui sebagai pendapatan LEMIGAS.
Permasalahannya sama seperti pengakuan pendapatan yang
sudah disebutkan di atas, yaitu keterlambatan penerbitan invoice
sehingga pengakuan piutang tidak sesuai dengan sistem
akuntansi berbasis akrual dimana piutang diakui pada saat
terjadinya kejadian yaitu pada saat timbulnya hak untuk menagih
atas selesainya suatu pekerjaan jasa pelayanan dengan

dikeluarkannya Laporan Hasil Uji (LHU).

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi
instansi berbasis akrual dari aspek pengakuan dan pengukuran

masih belum optimal.

Penyajian Laporan Keuangan
a. Laporan Realisasi Anggaran
Penyajian laporan realisasi anggaran terutama pada akun
pendapatan masih belum optimal, karena masih terdapat uang

masuk yang belum diakui sebagai pendapatan.
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b. Laporan Operasional

Penyajian laporan operasional pada akun beban
persediaan dan beban penyisihan piutang tak tertagih masih
belum optimal. Masih terdapat pengakuan piutang dan
persediaan yang tidak menerapkan basis akrual sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

c. Neraca

Penyajian Kas pada BLU di Neraca tidak sama dengan
rekening koran tahun 2020. Perbedaan ini dikarenakan ada
pencairan bank garansi yang belum disahkan oleh KPPN,
sehingga belum tercatat di Kas dan bank BLU.

Penyajian piutang dan penyisihan piutang tak tertagih di
Neraca juga belum menggambarkan basis akrual karena masih
terdapat kesalahan dalam pencatatan pengakuan piutang dan
penggolongan kualitas umur piutang.

Penyajian nilai persediaan di Neraca belum optimal
karena dalam pencatatan persediaan masuk dan persediaan
keluar belum sepenuhnya menggunakan basis akrual. Sehingga
belum menggambarkan kejadian atau peristiwa yang

sesungguhnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi
instansi berbasis akrual dari aspek Penyajian Laporan Keuangan

belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.
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B.

Kualitas

Secara umum laporan keuangan LEMIGAS sudah dapat

dikatakan berkualitas karena sudah memenuhi unsur-unsur
karakteristik kualitatif menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 vyaitu
relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dengan

mendapat opini WTP dari BPK untuk tiga tahun terakhir.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan

saran-saran mengenai penerapan sistem akuntansi instansi berbasis

akrual di LEMIGAS, sebagai berikut:

1.

Aspek Pengakuan dan Pengukuran
Pendapatan

e Menginstruksikan Bendahara Penerimaan, Pengelola Urusan

PNBP, dan Koordinator Unit/KPPPT selaku penerima
pekerjaan melakukan rekonsiliasi setiap bulan terkait invoice
terbit dan invoice yang sudah terbayar. Sehingga pengakuan
pendapatan dan piutang dapat lebih optimal.

Pengelola Urusan PNBP agar mengarahkan kepada
pelanggan untuk menggunakan virtual account dalam hal
pembayaran dan tidak lagi menggunakan transfer rekening
antar bank. Sehingga dapat meminimalisir uang masuk tidak

teridentifikasi.
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b. Beban

o Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa agar mengikutsertakan
petugas persediaan dalam hal penerimaan barang persediaan
dan memberikan dokumen berupa hardcopy atau softcopy
untuk diinput oleh petugas persediaan.

o Menginstruksikan petugas persediaan menginput barang
masuk berdasarkan barang diterima sesuai dengan tanggal
faktur barang atau surat jalan pengiriman barang dari pihak
ketiga.

c. Piutang
Menginstruksikan kepada Pengelola Urusan PNBP

LEMIGAS agar menyusun umur piutang dan membuat kartu

piutang sesuai dengan dokumen tagihan sehingga penentuan

kualitas Piutang Jasa Layanan sesuai kondisi sebenarnya dan

tertib.

2. Aspek Penyajian Laporan Keuangan
Menginstruksikan kepada Bendahara Penerimaan dan
penyusun laporan keuangan atau operator aplikasi SAIBA
melakukan rekonsiliasi setiap bulannya antara rekening koran

dengan laporan keuangan terkait penyajian Kas dan Bank BLU.

3. Aspek Kualitas
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Menginstruksikan  Kepala  Subkoordinator = Keuangan
melakukan pengawasan internal secara intensif dalam proses
penyusunan laporan keuangan dengan memperhatikan peraturan

yang berlaku untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.
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